ABSTRAK
Pemegang Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan menurut Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 harus diberikan perlindungan hukum
baik yang berupa preventif dan represif . Namun perlindungan belum dapat
dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut.

Masalah yang diteliti dengan proses penetapan hak tanggungan atas tanah hak
guna bangunan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak.tanggungan atas
tanah hak guna bangunan tersebut.

Metode dalam penelitian-ini dari ‘jenisnya adalah penelitian empiris dan dari
sifatnya adalah deskriptif-untuk menggambarkan fenomena-fenomena terkait dengan
proses dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas tanah hak
guna bangunan, data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder
yang diambil dari literatur-literatur jurnal diolah. Setelah data tersebut diyakini dapat
menjawab masalah pokok dilakukan analisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukan proses penetepan hak tanggungan atas tanah
hak guna bangunan di kantor pertanahan kota pekanbaru. Namun, belum sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan.antara lain terhadap
peraturan Nomeor 4 Tahun 1996.sedangkan dari perlindungan hukum terhadap
pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan ,sudah dapat dilaksanakan
baik secara Preventif maupun represif.

Kata Kunci : Perlindungan  Hukum, Pemegang_Hak_Tanggungan,
Tanah, Hak _guna_bangunan
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila dicermati makna yang terkandung didalam pasal

tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kata dikuasai mempunyai

makna yang sangat penting, artinya kata dikuasai tersebut berarti

Negara hanya diberikan suatu kewenangan untuk mengatur masalah

! pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

tanah di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

pemegang hak atas tanah.

penggunaan,

| ruang angkasa

menjelaskan bahwa :

“Dengan demikian Negara sebagai suatu organisasi
kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan ,kemudian
menyelenggarakan artinya melaksanakan (execution) atas
penggunaan/peruntukan (use), persediaan (reservation) dan
pemeliharaannya (maintenance) dari bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.
Juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan
membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat
dikembangkan dari Hak Mengusai dari Negara tersebut. Dan
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kemudian menentukan dan mengatur (menetapkan dan
membuat peraturan-peraturan) sebagaimana seharusnya
hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air
dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.?

bersumber dari hak

mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri
dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya dalam
ayat (2) disebutkan bahwa atas permintaan pemegang hak dan

dengan mengingat keperluan serta keadaan

2 A.P. Perlindungan (1), Komentar Atas UUPA, Mandar Maju,Bandung, 2006, him.
39. 3 Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.


https://www.belbuk.com/mandar-maju-m-50.html
https://www.belbuk.com/mandar-maju-m-50.html
https://www.belbuk.com/mandar-maju-m-50.html
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bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut di atas dapat

diperpanjang dalam waktu paling lama 20 tahun.

u tertentu,

gka waktunya

ah Negara dan

a. Hak Guna Bangu atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah
tinggal kepunyaan perseorangan Warga Negara Indonesia
yang luasnya 600 m?2 atau kurang atas permohonan yang
bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas

pemegang haknya dengan Hak Milik.

3 pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 1998
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b. Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk
rumah tinggal kepunyaan perseorangan Warga Negara

Indonesia yang luasnya 600 m?2 atau kurang yang sudah habis
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Tanah Negara Dan Hak Pengelolahan.

Selanjutnya jangka waktu perpanjangan Hak Guna
Bangunan disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dijelaskan bahwa

perpanjangan Hak Guna Bangunan diajukan selambat-
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lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu
Hak Guna Bangunan tersebut. Sedangkan tata cara diatur

m Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

penafsiran serta implikasi berbeda-berbeda di dalam
prakteknya, yang dapat mempengaruhi terselenggaranya
kepastian hukum. Hal ini menjadi lebih signifikan,
mengingat Hak Guna Bangunnan dapat dijadikan jaminan

utang dengan dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana diatur



N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

dalam Pasal 39 UUPA jo Pasal 33 ayat (1) PP No. 40 Tahun

1996.Hal ini sesuai dengan apa ditetapkan oleh Pasal 4 ayat
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n undangundangan”. Dengan
berlakunya Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang
berkaitan dengan tanah, berdasarkan Pasal 29 undangan-

undangan tersebut, maka lembaga jaminan Hipotik dan

Credietverband  dinyatakan tidak berlaku lagi.Hak
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Tanggungan  merupakan  pemenuhan atas  tuntutan

perkembangan hukum akan lembaga jaminan yang kuat yang

daan hukum

n hukum dan
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adap kreditor-kreditor lain”.
Dari G sebut, dapat disimpulkan adanya
unsurunsur pokok Hak Tanggungan yaitu:

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan
utang.

4 Habib Adjie, Eksekusi Hak Tanggungan, Pro Justiti, Tahun XVII, Nomor 2, April
1999,him. 71.
5 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 1.
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2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai
UUPA. Objek-objek Hak Tanggungan terdiri dari

hak-hak atas tanah berupa Hak Milik,Hak Guna

Pakai atas Tanah
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benda-benda yang dimiliki oleh pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan saja melainkan dapat juga
meliputi benda-benda yang dimiliki penandatanganan
serta olah pemiliknya atau yang diberi kuasa oleh
pemilik pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

bersangkutan.
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3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak
atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
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sebagai bagian dari hak atas tanah.

4. Utang yang dialami harus suatu utang tertentu.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan

dapat dijadikan jaminan untuk :
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(a) Utang yang telah ada, (b). Utang yang
baru akan ada tetapi telah diperjanjikan

sebelumnya™sdengan jumlah tertentu,

ﬂ~
[
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suatu kredit kepada

debitor

Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu

utang. Menurut Pasal 3 ayat (2) UUHT bahwa Hak
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Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal
dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih

be rasal dari beberapa hub g

perian Hak

3

emberikan

pa perjanjian

editor dengan

i\ LA Y

L LY

Wy

dipunyai dengan Hak Guna Bangunan,atas permohonan

pemegang haknya kepada keditor untuk dijadikan jaminan

hutang.
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Sehubungan dengan mengenai penelitian yang

berhubungan dengan masalah hak guna bangunan yang
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hak tanggunga U Saja akan mempunyai akibat hukum
dari eksistensi dari hak tanggungan itu sendiri, berdasarkan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1970

Nomor : 10/241/10 hapusnya hipotik (Hak
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Tanggungan),artinya tanah tidak dapat lagi dibebani dengan

hak tanggungan.

k Tanggungan
atas tanah yang
Il
=)
farg
ey

hapusnya hak atas

lagi mendapat jaminan secara preferen. Dalam hal hak atas
tanah  berakhir jangka waktunya dan diperpanjang
berdasarkan permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya
jangka waktu tersebut maka Hak Tanggungan tetap melekat

kecuali ada pembaharuan hak atas tanah menjadi baru maka
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Hak Tanggungan semula membebani menjadi hapus sehingga

harus dilakukan pembebanan Hak Tanggungan baru. Dalam
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Apabila jika bank sebagai kreditor, maka jaminan mutlak di
perlukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan,Yang menyatakan bahwa dalam memberikan
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kredit,pak umum wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi

nya sesuai dengan yang d| :
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Sebenarnya undang-undang telah memberikan sesuatu
pengalaman kepada kreditor menyalurkan kredit kepada
debitor, yakni dengan memberikan jaminan umum, yaitu

jaminan yang ditentukan undang-undang. Tanpa diperjanjikan
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sebelumnya oleh para pihak,kreditor sudah mempunyai hak

verhaal atas benda-benda milik debitor, yaitu benda bergerak

enda tidak bergerak, baik yang.sudah ada maupun yang

aman kepada kreditor, sehingga dalamp praktik penyaluran

kredit, bank memandang perlu meminta jaminan khusus

terutana yang bersifat kebendaan.
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Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya
karena diperjanjikan secara khusus. Jamian khusus hanya

pada bendabenda k s milik debitor (asas

TS50 b

¢
o

bank. Jaminan kebendaan yang banyak diminta oleh bank
adalah berupa tanah karena didasarkan pada pertimbangan
tanah paling aman,mempunyai nilai ekonomis yang relatif
tinggi dan dari segi prospeknya nilai tanah menunjukkan

kecenderungan yang semakin meningkat.
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Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap

paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan Hak

kreditor (bank), dan dana tersebut dapat digunakan dalam

perputaran roda perekonomian.

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai salah suatu lembaga

keuangan, sudah semestinya wajib dapat memberikan suatu
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perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta
para pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu

h lembaga jaminan hukumwbagi semua pihak yang

Dari uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah
diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna
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2.

Bangunan Pada Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kantor Kota Pekanbaru ?

Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan Hak
Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Pada Kementerian
Agrarian Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor

Kota Pekanbaru .

Manfaat Penelitian
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Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan memberikan manfaat

secara teoritis maupun praktis

loe

i
-
Q]
D

Tanggungan

aR

bangan yang

‘\\\\\\ e

N

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta adanya

kepastian hukum terhadap ha katas tanah.

D. Tinjauan Pustaka
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1. Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum ini akan di bicarakan pengertian dan

m yang represif

engketa.® Dengan kata lain
perlindungan hut 3l suatu gambaran dari fungsi hukum
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam

mewujudkan perlindungan hukum secara prefentif dan reprsif itu

6 Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya,
(selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon I1), 1987, him.2.
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di perlukan adanya perjanjian menurut pasal 1313

KUHPerdata,perjanjian itu adalah

harapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai

tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar
perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan
mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara

kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno
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Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi
kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan

laan bagi rakyatnya.
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b) Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap
tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Utang

7 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar IImu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. him. 157-158
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a. Pengertian dan Ciri-ciri Hak Tanggungan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan

i.barang yang

.sﬁ" tentang Hak

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditor tertentu

terhadap kreditor-kreditor lain.®

8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan,
Edisi Pertama, Cetakan Pertama Kencana, Jakarta, 2005, him. 13.
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Dalam penjelasan umum UUHT,disebutkan bahwa ciri-ciri dari Hak

Tanggungan sebagi lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat

adalah® :

sebut pemenuhan syarat spesialitas, yang menurut Pasal 11

ayat (1) UUHT, selain identitas pemegang dan pemberi Hak

Tanggungan, serta domisili masingmasing wajib dicantumkan

% Penelitian Ilmiah tidak di publikasikan Josi Andini, Pendaftaran Hak Tanggungan Atas
Tanah Hak

Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 1998-1999,Univeritas Islam Riau,
Tahun 2000
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dalam APHT vyang bersangkutan. Selain disebut dalam

APHTnya, Hak Tanggungan yang diberikan juga wajib untuk
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adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang

10 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan
Masalah-
Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Airlangga University Press, Surabaya, 1996,

him.42
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bersangkutan. Pada umunya pemberi Hak Tanggungan
adalah debitor itu sendiri (yang berhutang),tetapi

imungkinkan juga pihak jika yang dijadikan

hak atas tanah,
tersebut dapat
dibebani  Hak
dibebani dengan hak
Tanggungan,

aka hak atas tanah harus memenuhi empat

syarat sebagai obyek Hak Tanggungan,yaitu :'?

11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria,

Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan (Jakarta:
Djambatan,2003),him431

12 1pid, him.425



1. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin

berupa uang;

Mempunyai sifat dapat_dipindahtangankan, karena
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PPAT, yang didahului dengan perjajian‘utang piutang yang di jamin;

b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang

merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Ad. 4.a. Tahan Pemberian Hak Tanggungan

13 purwahid Patrick dan kashadi, him.62.
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Dalam Pasal 10 UUHT ditentukan bahwa, pemberian Hak

Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang

bersangkutan.

PPAT adalah pejabaut umum yang berwenang membuat akta

pemindahan hak atas tanah dan akta lain  dalam rangka

pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan

4 |gnatius Ridwan Widyadharma, Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Cetakan pertama, Bdan Penerbit Universitas
Diponegoro, 1996, nim. 66.
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sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai
tanah yang trletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam

kedudukannya sebgai yang disebutkan. di atas, maka akta-akta

PPAT jika

ngan dengan

e\ |

tang ada atau

wn
c
=
c
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Menurut ketentua Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya
tujuh hari kerja setelah penandatanganan APHT. PPAT wajib
mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang

diperlukan kepada Kantor Pertanahan.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan
dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya

dalam u tanah hak atas tanah«yang menjadi obyek Hak

sebagaimana

menerbitkan

ang telah mempunyai
tata cara dan dengan
menggunakan lembagapa

ate eksekusi sesui dengan Peraturan

Hukum Acara Perdata.

Jika tidak diperjanjikan lain, maka sertipikat hak atas tanah yang

telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan



dikembalikan epada pemegang hak atas tanah yang bersangjutan

dan untuk sertipikat Hak

ng Hak Tanggungan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, atas permintaan
pemegang hak dan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya

berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan

pembaharuan Hak
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Guna Bangunan di atas tanah yang sama dan di catat pada buku

tanah di Kantor Pertanahan.Adapun ciri-ciri Hak Guna Bangunan

dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani Hak Tanggungan (Pasal 39 UUPA jo
Pasal 33 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996);

d. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu yang

terbatas, artinya pasti akan berakhir dan berakhir jangka
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waktunya tersebut akan menyebabkan haknya hapus dan
hapusnya Hak Guna Bangunan mengakibatkan hapusnya

Hak Tanggungan (Pasal 35 ayat (1) dan

33 ayat (2) Peraturan

S Vapnanen® 0

Baik orang perseorangan maupun hukum dapat memiliki Hak Guna
Bangunan, karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) ayat UUPA jo Pasal

19 Peratuan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 32 Peraturan
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tahun 1999, yang dapat mempunyai Hak Guna
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P

tenahnya kepada pihak lain memenuhi syarat. Ketentuan
ini juga berlaku terhadap pihak lain yang memperoleh

Hak Guna Bangunan yang bersangkutan tidak

dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut,

maka hak itu hapus karena hukum, denan ketentuan
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bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan

emerintah.
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a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan

keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh

pemegang hak;

c. Pemengang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

hak;

d. Pemanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan Rencana Tata

\ L ) “
]
2

‘\\\\\\ A ) )
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N

Milik diberikan

@' 30 tahun, dan

\ Q@‘ ang- Guna Bangunan dan
Q

L\

pemegang Guna Bangunan tersebut dapat
diperbaharui dengan Hak Guna Bangunan baru dengan akta

yang di buat oleh PPAT dan hak atas tanah tersebut wajib

didaftarkan di kantor Pertanahan.
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4. Hapusnya Hak Guna Bangunan

Menurut Pasal 40 UUPA jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah
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pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang

Hak Milik atau Hak Pengelolaan, dan

3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.
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c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya

sebelum jangka waktunya berakhir;

Diterlantarkan;

’
%

D
r
&
’
fed
“
o
’ .
7
0
¢

N

keadaan kosong selambat-selambatnya satu tahun
setelah hapusnya hak tersebut, kecuali bila bangunan-

bangunan dan benda di atas tanah tersebut diperlukan,
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maka kepada bekas pemegang hak diberi ganti rugi

yang besarnya diatur dengan Keputusan Presiden.

yang represif

yaitu konsep di dapat memberikan suatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.Perlindungan
hukum atas tanah yang di maksud dalam skripsi ini adalah
perlindungan hukum pemegang hak tanggungan melalui

pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan yang didahului

15 Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya,
(selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon 11), 1987, him.2.
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oleh perjanjian tujuannya adalah untuk kepastian hak tanggungan

tersebut.

AN

g
v
g
end
g
g

utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain

. Hak Guna Bangunan pada Pasal 35 ayat (1) UUPA menerangkan

sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bengunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka

waktu tertentu.
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5. Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Kota Pekanbaru adalah tempat lokasi diadakannya

penelitian ini dan ketersediaan data.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan
hukum terhadap kreditur selaku pemegang hak tanggungan
atas tanah hak guna bangunan yang sudah berakhir jangka

waktunya Pada
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Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Kantor Kota Pekanbaru.

‘“.
%

<

ecara lansung

a pihak terkait,

SN Wy

P

peroleh melalui

an hukum,yaitu:

dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kitab
Undang-Undang

Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggunagn
Nomor 4



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Tahun 1996, Peraturan perundang-undangan yaitu

UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan

’
%

-Undang  Republik

g Perubahan

1992 Tentang

‘\\\\\\\\\““‘

N

sekunder, yang terdiri dari: a. Kamus hukum b.
Kamus Besar Bahasa

Indonesia
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4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

anggungan yang

dijadikan

Nasional Kantor Kota Pekanbaru

1 orang d) Notaris di Pekanbaru

3 orang

b. Teknik Pengambilan Sampel
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Dalam pengambilan data, penulis memakai teknik purposive
sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan atas dasar

ertimbangan peneliti sesuai dengan.tujuan penelitian dengan

penulis terlebih dahulu“mempersiapkan pertanyaan yang akan

dipertanyakan kepada responden.

6. Teknik Pengelolahan dan Analisa Data

Setelah data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan,

maka data tersebut akan diolah sehingga akan tersusun secara



sistematis dan disesuaikan guna memperkuat, dan menyelesaikan

rumusan-rumusan yang dikemukakan secara teoritis dengan

DI disay yepepe fur udwnyo(
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kesimpulan umum “ya diuraikan menjadi contoh-contoh
kongkrit atau fakta-fakta untuk mengambil kesimpulan dari

penelitian ini.

yang
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

ditur menjamin

umum debitur

Jaminan menurut Hadisoeprepto Hartono yakni sesuatu yang

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur

! Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia,
Alumni, Bandung, 1987, him. 227-265.
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akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari

suatu perikatan.?

pleh M. Bahsan yaitu

I=}
penti E ' 2 dida . ﬁ adap debitur
atapun ca am dana : didalam pemberian

kredit S epas | ; 2 S perkreditan

lembaga jaminan utang. Lembaga-lembaga jaminan ini memang disediakan
untuk dapat dijadikan jaminan oleh setiap calon debitur ketika dalam hal

debitur memperoleh kredit dari kreditur. Pengertian jaminan dalam hal ini

2 Hadisoeprapto Hartono, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,
Liberty, Yogyakarta, 1984, HIm. 70.

3 M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002,
him. 148.
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sendiri menurut Hartono Hadisoeprapto adalah sesuatu yang diberikan

kepada kreditur untuk menimbulkan berapa keyakinan bahwa debitur akan

jaminan yang

ikatan dengan

barang jaminan bila mana d ak melunasi hutangnya pada waktu
yang telah ditentukan.®
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semua

kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

4 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2006, him. 192.
5 1bid, hlm. 193.
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kemudian hari semua menjadi jaminan atas segala hutangnya, sehingga jika

debitur tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji maka semua

Mengacu pada jenis ang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, maka agunan dapat
dikelompokkan sebagai jaminan kebendaan. Adanya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap peraturan mengenai pengikatan

® Hadisoeprapto Hartono, op.cit. him. 134.
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agunan telah mengalami perubahan yang signifikan. Jaminan yang dimaksud
dalam pemberian kredit perbankan yaitu keyakinan pihak kreditur (bank)
ihak debitur untuk melu

atas kesanggupan utang kreditnya sesuai

o
[)
o
=3
c

dijadikan jamina .ﬁ akam suatu jaminan yaitu : 1.
W

Jaminan perorangan;

2. Jaminan kebendaan.
Ad.2.1. Jaminan Perorangan

Hak jaminan perorangan yang timbul dari perjanjian jaminan antara
kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan ini pihak

ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur,
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berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan

pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban deb

(pihak ketiga), berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam

Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: ”Segala kebendaan si

berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah
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ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk

7

segala perikatannya perseorangan”.

Jaminan penanggunga golong pada jaminan yang bersifat
perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin
memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang

bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat

7 Abdullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata, Jilid 1.Ind.Hill-Co, Jakarta, 2002,
him. 70.
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dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau

penanggungnya. Uraian tersebut dapatlah suatu unsurunsur dalam suatu

\}ag_g;ms ISLARy

suatu hutang, yang suatu wa pat diuangkan bagi pelunasan hutang

debitur ingkar janji. Kekayaan itu sendiri dapat

berupa kekayaan milik debitur dengan kekayaan orang ketiga lainya.
Penyendiriaan atas benda objek jaminan dalam perjanjian jaminan

kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang

8 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008, him. 73.
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telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa
kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai suatu kedudukan

sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari. kreditur lainnya dalam

bahkan dalam

200N

debitur yang
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(materiel) dan jaminan dengan be dak berwujud (immateriel).

Menurut Martin Dixon memberikan pengertian mengenai tanah
sebagai “Land is both the physical asset which the owner may enjoy in or
over it”? (tanah baik aset fisik yang dimiliki dapat menikmati diatasnya),

sehingga tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangkan
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hak atas tanah merupakan hak atas sebagaian tertentu permukaan bumi yang

terbatas. Pasal 4 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

mempunyai suatu arti yang sangat besar. Kewajiban debitor untuk
menyerahkan jaminannya terhadap hutang oleh pihak peminjam dalam
rangka memberikan suatu pinjaman uang sangat erat berkaitan dengan

kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjammeminjam uang

° H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni,
Bandung, 2006, him. 1.



yang sudah disepakati di dalam suatu kontrak yaitu perjanjian kredit. Pada
dasarnya pihak pemberi pinjaman yaitu kreditor memberikan syarat adanya
itu sendiri. Keharusan

suatu jaminan ng yang diterima oleh debito
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untuk mendapatkan

inan (agunan) tersebut,
bilamana nasabah dera janji yaitu tidak membayar
kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam

perjanjian.

. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk

membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri
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atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya

kemungkinan untuk dapat berbuat demikian

diperkecil terjadinya.

1) untuk memenuhi
SN anaet N
i 3 .g ujui agar ia

kembali

diistimewak adai dan hipotik. Benda d an merupakan asas

dari bu

buku ke Il tidak diperkenankan dan para pihak yang membuat perjanjian

tidak bebas dalam memperjanjikan hak kebendaan yang baru.

4 Jenis-Jenis Pengikatan Barang Jaminan Kredit

Kepentingan suatu lembaga perbankan dalam hal menjamin suatu

pengembalian kredit yang telah disalurkan tersebut maka terhadap jaminan
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yang diserahkan oleh debiturnya harus dilakukan pengiktan terhadap barang
jaminan tersebut. Mengenai pengikatanya oleh Bank Indonesia berdasarkan

Surat Edaranya (SE=Bl) nomor 4/248/UPPK/PK.tanggal 16 Maret 1972 yang

UUHT merupakan suatu dasa yang mengatur lembaga hak jaminan
atas tanah, yaitu hak tanggungan sebagai pelaksana dari Pasal 51 UUPA.
Sebagai tindak lanjut UUHT yang berturut-turut lahir suatu ketentuan

peraturan yang mengatur Hak Tanggungan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan

1. Pengertian dan Ciri-ciri Hak Tanggungan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai

kreditor-kreditor lain.®

Dalam penjelasan umum UUHT, disebutkan bahwa ciri-ciri dari Hak

Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat adalah :

10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan,
Edisi Pertama, Cetakan Pertama Kencana, Jakarta, 2005, him.13.
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a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada

pemegangnya

(droit de preference);

Dalam arti, wa apabila debitor cidera.janji (wanprestasi) maka

sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih

tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor

cidera janji.

Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat

pihak ketiga dan memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
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berkepentingan; Droit de preference dan droit de suite sebagai
keistimewaan yang diberikan kepada kreditor pemegang Hak

Tanggungan, jelas bisa merugikan kreditorkreditor lain dan pembeli

pabila adanya Hak
‘!n“\‘ 'h
o

Selain disebt @ X
LIS N
wajib untuk didaftarka danya Hak Tanggungan serta apa

yang disebut dalam akta itu dapat dengan mudah diketahui oleh yang

berkepentingan karena tata usaha pendaftaran yang ada di Kantor
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Pertanahan terbuka bagi umum, yang merupakan pemenuhan syarat

publisitas dan diatur dalam Pasal 13 UUHT .

d. Mudah dan p elaksanaan eksekusinya

2. Subyek Hak Tanggunga

Terdapat dua subyek Hak Tanggungan, yaitu pemberi dan pemegang Hak

11 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan
Masalah-

Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan , Airlangga University Press, Surabaya, 1996,
him.42

2 H, Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Radja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, him.190
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Tanggungan. Menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT, pemberi
Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek

dikan jaminan
lain, misalnya

milik

‘%\‘a‘h\
“‘*-'?h
g
5

di luar negeri, sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk

kepentingan pembangunan di wilayah Negara

13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria,

Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Djambatan, 2003),
him.431
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Republik Indonesia.

3. Obyek Hak Tanggungan

UUPA telah menentukan macam-macam hak atas tanah, namun tidak

a. Yang ditunjuk Pasal 4 ayat (1)
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan

Sebagaimana juga disebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 UUPA.

4 1bid, him.425
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b. Yang ditunjuk Pasal 4 ayat (2)

Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib

didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

. -%“‘!\\\\“"00
: : 'ﬂ Hak Guna
" 4

untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, biarpun dikuasai
dengan hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, tanah-tanah
yang bersangkutan baru boleh dibebani Hak Tanggungan apabila tidak lagi
dipergunakan  untuk  keperluan tersebut dan karenanya dapat

dipindahtangankan.
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4. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Proses Pembebanan Hak Tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri

atas dua tahap kegiatan, yaitu:'®

oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila
obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi

hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi

15 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit., him.62.

16 Ignatius Ridwan Widyadharma, Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1996, him. 66.
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pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan
bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang

bersangkutan.

Jalam Undang-

ndang-Undang

2%
_ad
=

-

tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-

masing. Dalam kedudukannya sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-

akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.
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Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT, wajib dihadiri oleh

pemberi Hak Tanggungan, penerima Hak Tanggungan dan disaksikan oleh

pemberian jaminan oleh pe

Tanggungan, bahwa tanah yang

ditunjuk sebagai jaminan benar tidak berada dalam sengketa.

Menurut Pasal 11 UUHT isi APHT dibedakan menjadi dua macam,
yaitu yang sifatnya wajib dicantumkan dan tidak wajib/fakultatif. Isi yang

sifatnya wajib maksudnya adalah bahwa di dalam akta itu harus memuat
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substansi yang harus ada di dalam APHT. Hal-hal yang wajib dimuat dalam

APHT, meliputi:

memenuhi asas spesialitas da anggungan baik mengenai subyek,

obyek, maupun hutang yang dijamin.

Isi APHT yang sifatnya tidak wajib/fakultatif adalah bahwa isi yang

dicantumkan dalam akta itu tidak diwajibkan atau bersifat pilihan dan tidak

mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas menentukan
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untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji itu di dalam APHT.

Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam APHT yang kemudian

untuk mengelola obyek Ha Jgungan berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi obyek Hak
Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;

d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan

untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau
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dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;

e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

L LR

i. Janji bahwa pemegang gan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan

untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;

J.Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak

Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

k. Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4 ).
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Meskipun sifatnya fakultatif, dan tidak mempunyai pengaruh
terhadap sahnya akta dan mengingat janji-janji itu kebanyakan diberikan
untuk melindungi

epentingan kreditor, maka.dicantumkan atau tidaknya

wanh

yang dilarang

SR AE

c

>

=

=~

o
\ B

yaitu janji yang

Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.
Ad. 4.b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Menurut ketentuan Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan

wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari

kerja setelah penandatangan APHT. PPAT wajib mengirimkan APHT yang
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bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Pendaftaran Hak

Tanggungan _di oleh Kantor Pertana an membuatkan buku

tanggal buku tanah Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan itu lahir, asas
publisitas terpenuhi dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan dan Hak

Tanggungan mengikat kepada pihak ketiga.

Dalam hal ini hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum

bersertipikat, tanah tersebut wajib disertipikatkan terlebih dahulu sebelum
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dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan. Waktu hari

ketujuh yang ditetapkan sebagai tanggal buku tanah Hak Tanggungan

tersebut dalam ang demikian, dihitung seja

s |\ 0

elesainya pendaftaran hak

atas fe

Q!ﬁ

‘é&\‘%\"ﬁ v “

Apabila

seperti

.2V NN N

N S
<>

dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan untuk sertipikat Hak

Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditor).
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5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri

oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu

dalam a h ihadapan PPAT
dip ur u anggungan
N 2)
(SK \?a §f< s sudah ada
keyak 0 pemberi Hak
Tangg e 1un perbuatan hukum
terhad nga I éﬁ-' alaupun kepastian
menge imi a l ratkan pada waktu

pemberi idaftar, R\)

A
Sej t iberikan langsung
o, L]
oleh pemberi n I persyaratan mengenai
muatannya sebagaimana sal 15 UUHT, yaitu antara lain:

(1) SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT dan
memenuhi

persyaratan sebagai berikut:
a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain

daripada membebankan Hak Tanggungan;
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Dalam ketentuan ini misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual,

menyewakan obyek Hak Tanggungan atau memperpanjang hak atas

merupakan
kepada pihak
mewakilinya,

kuasa yang

Kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalam pembebanan Hak
Tanggungan sangat diperlukan untuk kepentingan perlindungan
pemberi Hak Tanggungan, sedangkan dalam jumlah utang yang

dimaksud adalah jumlah utang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang
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bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa

yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan

3) ) as ang stdah terdaftar wajib diikuti

@) : S t \tefdaftar wajib diikuti

Tanah yang belum terc atas waktu penggunaan SKMHT
ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah didaftar, karena
mengingat pembuatan APHT pada hak atas tanah yang belum terdaftar

harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas
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tanah yang bersangkutan, yang terlebih dahulu perlu dilengkapi

persyaratannya.

nah, surat
bersangkutan

ersebut masih

(5) - da ayat (3) dan ayat (4) tidak
berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mengingat kepentingan
golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit tertentu yang

ditetapkan pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit
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pemilikan rumah dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya

SKMHT tersebut tidak berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya

QALY

«Eb.‘
&

Sebab-sebab yang menghapuskan Hak Tanggungan ditentukan dalam

Pasal 18 ayat (1) UUHT, yaitu dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak

Tanggungan tergantung pada adanya piutang Yyang dijamin
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d.

pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-

sebab lain dengan sendirinya Hak

Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Hapusnya hak atas tanah tidak menyebabkan hapusnya piutang yang
dijamin. Piutang kreditor masih tetap ada, tetapi bukan lagi piutang yang
dijamin secara khusus berdasarkan kedudukan istimewa kreditor. Hak

atas tanah dapat hapus antara lain karena hal-hal sebagaimana disebut
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dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA atau peraturan perundang-

undangan lainnya.

atau Hak Pakai yang

atas tanah yang

bersangkutan

LY

S\

Y

Tanggungan dapat dihapuskan karena dilepaskannya Hak Tanggungan oleh
pemegang Hak Tanggungan atau karena dilakukan pembersihan Hak
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan

Negeri, sedangkan Hak Tanggungan dapat hapus karena hukum karena



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan karena hapusnya

hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

epastian hukum,.im al 18 ayat (1) dan (2)

piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan atau kreditor melepaskan
Hak Tanggungan tersebut. Pencoretan Hak Tanggungan dapat pula

dilakukan dalam hal sebagai berikut:

a. Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang

berkepentingan apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan
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tertulis bahwa Hak Tanggungan itu telah lunas atau kreditor melepaskan
Hak Tanggungan yang bersangkutan;

b. Pelaksanaan roya parsial apabila diperjanjikan pelunasan utang

selain gugatan perdata, disediakan lembaga eksekusi khusus. Ciri khusus
Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adalah mudah dan pasti
pelaksanaan eksekusinya, adalah perwujudan ciri tersebut berupa dua

kemudahan yang disediakan khusus oleh hukum bagi kreditor pemegang

Hak Tanggungan dalam hal debitor cidera janji.
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Dalam Hak Tanggungan, apabila debitor cidera janji maka obyek
Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan
umum menurut

a_cara yang ditentukan de peraturan perundang-

Hak

umum

dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak
Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak

Tanggungan.
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Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak
Tanggungan, bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan

hak untuk menjual obyeksHak Tanggungan melalui

-@ ungan dimaksudkan untuk
Wa. oo

menegaskan ada
Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi
seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan

lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
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c. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan

demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan

1 Pengertian dan Ciri- Una Bangunan

Pasal 35 UUPA jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas

Tanah, menyebutkan bahwa Hak Guna Bangunan adalah hak untuk

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan

miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, atas permintaan
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pemegang hak dan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu

paling lama ahun. Sesudah jangka .awaktu hak tersebut dan

a. Sungguhpun tidak sekuat Hak Milik, namun Hak Guna Bangunan
tergolong hakhak yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan dapat
dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.

Oleh karena itu maka Hak Guna Bangunan termasuk salah satu hak yang

wajib didaftarkan (Pasal 38 UUPA jo Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan

Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 1997);
b. Hak Guna Bangunan dapat beralih, artinya dapat diwaris oleh ahli waris

yang mempunyai hak (Pasal 35 ayat (3) UUPA jo Pasal 34 ayat (1)

ditukarkan dengan benda pahkan atau diberikan dengan wasiat

(Pasal 35 ayat (3)

UUPA jo Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996);

f. Hak Guna Bangunan dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga

tanahnya menjadi tanah Negara (Pasal 40 huruf ¢ UUPA);
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g. Hak Guna Bangunan hanya dapat diberikan untuk keperluan

pembangunan bangunan-bangunan.

2 Subyek Hak Guna Bangunan

Bangunan yang tidak lag yarat sebagaimana tersebut di atas,
dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas
tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini juga
berlaku terhadap pihak lain yang memperoleh Hak Guna Bangunan jika ia
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak Guna Bangunan yang

bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut,
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maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak

lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan

Peraturan

hak pengelolaan merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang
haknya, sedangkan tanah hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan

yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA.
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Istilah turun-temurun artinya Hak Milik itu dapat terus menerus

diturunkan kepada ahli waris setiap pemegangnya, sedangkan istilah terkuat

a.
pemerintah, diberikan de utusan pemberian hak oleh Menteri
atau Pejabat yang ditunjuk;

b. Untuk Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan;

c. Untuk Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi karena

perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang
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bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan,
yang bermaksud menimbulkan hak

tersebut.

|
A
¢
{
"

mengikat pihak ketiga dan pemilik hak baru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1996.
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4 Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan

Jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 25

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, bahwa Hak Guna Bangunan
-ﬁ"'= dKtU pPatfing 1amea ‘ 0
DT Y b %.'
. Ja ‘ Hak Guna
" 4
o

pat diperpanjang

h‘ :

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
d. Pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan dan/atau pembaharuan atas tanah Hak

Pengelolaan dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan setelah

mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. Permohonan itu
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dapat dilakukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka
waktu Hak Guna Bangunan tersebut. Perpanjangan dan/atau pembaharuan

ini dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertan

v
| ¥
¢
i

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun, dan atas kesepakatan antara pemegang Hak
Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan tersebut

dapat diperbaharui dengan Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang
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dibuat oleh PPAT dan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan di Kantor

Pertanahan.

yang Hak Guna Bar

D
ﬁf
A"

ANy

Pengelolaan, atau
nan hapus;
e. Menyerahkan ikat Hak. Gt Bangunan yang telah hapus

kepada Kepala

Kantor Pertanahan.

Pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberi jalan keluar atau
jalan air atau kemudahan lainnya jika tanah-tanah dengan hak tersebut
letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup bidang tanah

lainnya dari lalu lintas umum atau
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jalan air.

Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan

mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama

pemegang Hak Guna Bangunan;

2) Tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam
pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna
Bangunan dan pemegang Hak
Milik atau Hak Pengelolaan, dan

3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang
tetap.
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c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka

waktunya berakhir;

d. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun

v aARANAE

st
a0

maka kepada bekas pemegang diberi ganti rugi yang besarnya diatur
dengan Keputusan Presiden. Jika pembongkaran tersebut tidak dilakukan

oleh bekas pemegang hak, maka pembongkaran dilakukan oleh pemerintah

dengan biaya ditanggung oleh bekas pemegang hak.
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Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak
Milik mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang

Hak Pengelolaa au Hak Milik, dan deng emikian bekas pemegang
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna

resminya UUPA.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2)
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UUPA, menentukan bahwa hak dari menguasai dari Negara termasuk Pasal

1 ayat (1) memberikan wewenang untuk :

kan, penggunaan,

antara orang-

dﬁ bumi, air, dan

UUPA negara
badan hukum

,hak atas tan 2\ 4] sud-da : ayat (1) UUPA,

c. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah

g. Hak yang lain yang tidak termasuk dalam hal-hal tersebut di atas yang

akan ditetapkan
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Hak Guna Bangunan sebagai salah satu di antara hak-hak yang diatur
dalam UUPA dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan hal ini sesuai

dengan pasal 35 é 1) UUPA bahwa tanah sebagai objek hak tanggungan

na usaha,hak

hak guna

puatnya Akta

Tanah, untuk
dahului dengan

merupakan saat

(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan
tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 9 Peraturan 1999 tentang Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolahan dinyatakan

bahwa permohonan perpanjangan waktu Hak Guna Bangunan diajukan oleh
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pemegang dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka

waktu Hak tersebut. Dalam prakteknya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

sebagaimana

6 atau dalam

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 500 — 049, tanggal 6 Januari 2005 tentang
petunjuk penerapan beberapa ketentuan dalam peraturan pertanahan,

dikemukan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

! Hasil Wawancara dengan MASRIJAL, SH., M.Kn., MH, Notaris/PPAT di Pekanbaru,
tanggal 01 Agustus 2017.
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mengatur permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan, di

ajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya hak

sedangkan pada«Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Sedangkan hasil wawancara otaris dan PPAT vyakni bapak
ASHELFINE ,S.H. menyatakan sama dengan wawancara pada sebelumnya
yang peneliti lakukan dengan bapak MASRIJAL,Amd.,S.H.,M.kn.,M.H
dimana sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan jenis sertifikat

yang dimana pemegang sertifikat tersebut diperbolehkan untuk membangun
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beragam jenis properti di atas tanah yang bukan miliknya. Tanah tersebut,

bisa dimiliki oleh negara atau perorangan.

aslinya oleh petugas'lc ukti Pembayaran Uang Pemasukan
Cara Memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional

Langkah pertama memperpanjang sertifikat HGB adalah datang ke
kantor Badan Pertanahan Nasional di wilayah di lokasi terdaftarnya sertifikat

tersebut. Di sana Anda langsung datang ke loket pelayanan dan mengisi
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formulir pengajuan, saat mengisi jangan lupa untuk mengisi identitas diri,
luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, peryataan tanah tidak

sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara Fi

\ | 'V
-5 gt 'o,

<

Penerbitan Surat k Usa N Jang aktu Kanwil, Penerbitan
Surat

Keputusan Perpajangan Jangka Waktu BPN RI dan Pendaftaran Hak dan
Penerbitan

Sertipikat setelah itu baru sertifikat bisa langsung diambil di loket pelayanan
Kantor

Pertanahan.

Biaya & Waktu Perpajang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)



Untuk biaya memperpanjang sertifikat HGB ini sebenarnya sangat bervaratif
tergantung dari lokasi, luas tanah, nilai tanah, dan jenis tanah. Waktu proses

pembuatannya sendiri memakan waktu 30 hari Ik luas tanah tidak lebih

dari 24 ingga 150.000

iy disay yejepe il udwnyo(]
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meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Keputusan pemberian hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No0.9

Tahun 1999 kemudian harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan

2 Hasil wawancara dengan Ashelfine, SH Notaris/PPAT di Pekanbaru, tanggal 04 Agustus
2017.
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Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ,Bisa
diperpanjang atas nama ahli waris berdasarkan surat kematian dan

pembagian

Nilai Jual

permohonan pe 1 , dapat diuraikan

sebagai

Surat Keterangan : VI) yang aslinya ditunjukkan
dihadapan

Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru Dan Akta Pendirian Badan hukum dan atau akta

perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenanangan.

% Hasil wawancara dengan HILMA MUTHIA, SH.M.kn. Notaris/PPAT di Pekanbaru,
tanggal 07 Agustus 2017.
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2. Keterangan Mengenai Data Yuridis

a. Foto copy sertipikat yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak
dan

Tahapan pe

Pertang a Pekanbaru didasarkan pada Operasional

b. Memberikan tanda terima berkas permohonan hak yang lengkap
c. Menyampaikan dokumen ke Petugas Loket I11

d. Menerima Biaya dari pemohon sesuai SPS

e. Membuat kwitansi

f. Mencantumkan Nomor dan tanggal pada STTD

4 HILMA MUTHIA, SH.M.kn. Notaris/PPAT di Pekanbaru, tanggal 07 Agustus 2017




N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

g. Menyerahkan dokumen ke loket Il

Pengurusan hal-hal tersebut di atas dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
kerja.

pemeriksaan tanah (Konstatering Raport) yang ditunjuk oleh Kepala

Kantor Pertanahan (Kakantah).
b. Apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dibuat surat

pengembalian berkas atau permintaan kelengkapan data.
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2. Melakukan koordinasi dengan petugas pelaksana penguasaan pemetaan

dan konversi untuk merencanakan kegiatan pelaksanaan tanah A ke

lapangan bersama-sama ke petugas ukur.

VI. Petugas Pelaksana/Pengelolah Data

1. Membuat surat keputusan pemberian/penolakan pemberian hak.
2. Membuat surat pengantar berkas apabila pemberian/penolakan

pemberian haknya menjadi kewenangan Kakanwil atau Kepala Badan
Pertanahan

Nasional.
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3. Membuat surat pengembalian berkas atau permintaan kelengkapan
data.

4. Meneruskan dokumen berkas permohonan kapada Kepala Sub Seksi.

VIl.  Kepala Sub.S

permohonan

2. Meneruskan dokumen berkas permohonan kepada kepala seksi

pemberian hak atas tanah

Pengurusan hal-hal tersebut di atas dapat diselesaikan dalam waktu 4

(empat) hari kerja.
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IX. Kepala Kantor Pertanahan
1. Memeriksa surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan

pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah, surat pengantar

permohonan hak atas kepada pejabat yang berwenang
(Kakanwil BPN Propinsi atau Kepala BPN).

6. Meneruskan arsip dokumen permohonan hak atas tanah dan dikelola
secara sistematis, sebagai bahan pelayanan informasi di bidang hak-

hak atas tanah. X. Loket IV :
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Menyerahkan surat keputusan pemberian/penolakan pemberian hak, surat

permintaan kelengkapan data atau surat pengembalian berkas dokumen

permohonan.

XI.

\\\;l\ ;

dilakukan

nyiapkan surat

RN

, apabila

diajukan terlalu

tanggungjawab atau resiko da g hak atas tanah

tersebut.
Dalam Hak Guna Bangunan tersebut merupakan obyek jaminan Hak

Tanggungan dalam prakteknya dapat diketahui bahwa perpanjangan Hak

Guna Bangunan tersebut selalu dilakukan jauh-jauh hari sebelum jangka

dengan
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waktunya berakhir. Permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut

dilakukan oleh

ang bertindak berd asa dari pemberi hak

terlanjur diterbitkan, maka terhadap surat keputusan tersebut dapat dilakukan
pembatalan atas dasar terdapat cacat hukum administratif, yaitu telah salah
menerapkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 104 PMNA/KBN No. 9 Tahun 1999.
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Adapun Pasal 107 PMNA/ KBPN Nomor 9 Tahun 1999 menentukan
bahwa cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian

dan/atau sertipikatthak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan

Resiko kredit macet atau bermasalah dapat diperkecil dengan jalan
melakukan analisis kredit. Analisis kredit yang dilaksanakan secara
proporsional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha
perbankan untuk menekan seminimal mungkin resiko, apabila terjadi

kegagalan dalam pelaksanaan kredit yang telah diberikan kreditur. Adapun
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yang biasa digunakan sebagai acuan untuk penilaian pemberian kredit

perbankan adalah dengan memperhatikan prinsip The Five C’s of Credit

3. Capital (permodalan)

Hal yang menjadi perhatian dari segi modal adalah mengenai besar dan

struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri, yang bisa

terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisi neraca

5 Hasil Wawancara dengan Jemi, Kepala Bagian Kredit pada PT. BPR Faiza Pradani Andi
Kota Pekanbaru, tanggal 15 Agustus 2017.
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lajur ini akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya

perusahaan.

jaminan adalah:

a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis (marketable), dalam arti
dapat diperjualbelikan bebas, mudah dipasarkan, kondisi dan lokasi
yang strategis, tidak cepat rusak, dan manfaat ekonominya lebih lama

dari jangka waktu kredit yang diberikan.
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b. Jaminan tersebut harus mempunyai kekuatan yuridis, dalam arti tidak
dalam sengketa, ada bukti kepemilikan, belum dijaminkan pada

pihak lain, jaminan tersebut sebaiknya milik sendiri, memenuhi

ALY

akan dapat
mempeé bila meluluskan

kredit y pat diputuskan

A3 3a i)

= N\
"‘h :

lanjut ataupun

pelunasan utang tertentu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian utang piutangnya, dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh pihak

bank.

Pembebanan Hak Tanggungan merupakan suatu proses yang wajib

dilakukan oleh setiap kreditur khususnya perbankan dalam melakukan
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perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Proses pembebanan Hak
Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Akta Pemberian Hak

Tanggungan (AP yang dilakukan dihadapan PPAT, yaitu dengan

diperlihatkan sertipikatnya yang asli. Dari pemeriksaan tersebut, ada tiga

kemungkinan hasil yang didapat.

Pertama, apabila sertipikat tersebut sesuai dengan daftar-daftar yang

ada, maka Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan pada

6 Hasil Wawancara dengan MASRIJAL, SH., M.Kn., MH, Notaris/PPAT di Pekanbaru,
tanggal 01 Agustus 2017.
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halaman perubahan sertipikat yang asli cap atau tulisan dengan kalimat:
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”, kemudian

diparaf dan diberintanggal pengecekan. Pada‘halaman perubahan buku

WAy

i |

di dalamnya tidak sesuai lagi dengan yang tercatat dalam buku tanah dan
surat ukur yang bersangkutan, maka PPAT yang bersangkutan diterbitkan
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai data yang tercatat di
Kantor Pertanahan (dalam surat tersendiri). Pada sertipikat yang

bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda apapun.
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan

Atas Tanah Hak Guna Bangunan Di Kantor Kementerian

sering

akibat kega

peminat atau calon pembeli tanah dan bangunan itu terus meningkat karena

tanah yang

tersedia terbatas.

Berkaitan dengan hal tersebut, bank dalam menerima jaminan kredit

berupa Hak Guna Bangunan akan tetap memperhatikan hal-hal yang
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mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan, karena menurut ketentuan Pasal
18 ayat (1) huruf d UUHT, Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak
atas tanah yang

libebani Hak Tanggungan:sHal ini berarti dengan

mempunyai droit de preference dan droit de suite.

Di dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 1996 telah disediakan dua cara yang memungkinkan pemegang Hak

Guna Bangunan yang jangka waktunya berakhir untuk tetap menjadi
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pemegang dari Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu melalui perpanjangan

hak dan pembaharuan hak.

a waktu berlakunya

dibuat tidak perlu dilakukan perubahan, karena dengan perpanjangan
tersebut nomor sertipikat Hak Guna Bangunannya tidak berubah, akan tetapi

yang berubah adalah jangka waktu berlakunya hak.

Sebaliknya, jika hak atas tanah yang bersangkutan diperbaharui,

berarti Hak Guna Bangunannya memang sejak semula telah berakhir dan
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dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut, hak atas
tanahnya menjadi hapus yang menyebabkan Hak Tanggungannya ikut

menjadi hapus. Dalam hal pembaharuan hak,.maka pemegang Hak Guna

n yang baru

ipikat yang

ada debitor atau pemilik jaminan yang enggan untuk menandatangani APHT

dan keberatan dibebani biaya pembebanan Hak Tanggungan baru.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang demikian,
maka pihak bank akan sangat selektif menerima Hak Guna Bangunan yang

akan dijadikan jaminan kredit, yaitu dengan tetap memperhatikan jangka
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waktu berakhirnya hak atas tanah dengan jangka waktu kredit yang akan

diberikan, agar tidak terjadi kekecewaan dibelakang hari yang tentunya akan

Apabila debitor menolak jangka waktu kredit yang diberikan

diperpendek dari permohonannya, maka bank selalu memberikan penawaran

" Hasil Wawancara dengan Jemi, Kepala Bagian Kredit pada PT.BPR Faiza Pradani Andi
Kota Pekanbaru,tanggal 15 Agustus 2017.
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kepada debitor agar realisasi kreditnya tetap dapat diberikan sesuai dengan

permohonannya, yaitu :

1. Pada saat penandatangan APHT haruslah meneantumkan klausula kuasa

*%“‘ &mtm%‘.“‘ .’ ntinya jangka

Untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak
Tanggungan harus dilengkapi dengan syarat-syarat:
a. Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dibubuhi catatan adanya Hak

Tanggungan;

8 Hasil Wawancara dengan Jemi, Kepala Bagian Kredit pada PT.BPR Faiza Pradani Andi
Kota Pekanbaru,tanggal 15 Agustus 2017.
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b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) — PBB tahun
terakhir;

c. Fotocopy bukti identitas pemohon atau kuasanya.

Serta pada wa ara yang di teliti oleh«penulis yakni pada Bank

N

&
o
"
-

yang dipegang oleh bank yang dapat dieksekusi jika debitur lalai membayar

utangnya.

Akan tetapi, pada umumnya bank sebagai kreditur akan memperjanjikan

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pemberi hak tanggungan


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/nprt/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
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(debitur/pihak ketiga) memberikan kewenangan kepada pemegang hak
tanggungan (kreditur) untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal

itu diperlukan u pelaksanaan eksekusi ata tuk mencegah menjadi

a hapusnya hak

untuk menjaga

proses perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan, berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

° PT.BPR DELTA DANA MANDIRI pada tanggal 21 Agustus 2017
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Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, adalah sebagai berikut :1°

Pemohon

kta pendiriannya

-undangan yang

1) Dasar penguasaan atau aknya, dapat berupa sertipikat Hak
Guna Bangunan;

2) Letak, batas-batas dan luasnya (surat ukur atau gambar situasi
dengan menyebutkan tanggal dan nomornya);

3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian);

4) Rencana penggunaan tanah;

10 Hasil Wawancara dengan kepala bagian sub (....),tanggal 10 Agustus 2017.
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5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).
c. Lain-lain

1) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah

o
z
;
It

s
==

b. Memerintahkan Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang
ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah
terdaftar, peningkatan, perpanjangan dan/atau pembaharuan hak atas
tanah dan terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup
untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah

Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport);
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c. Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor
Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;

d. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan

pembaharuan
epala Kantor

bersangkutan

dalam daftar isian serta memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis
dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta kepada Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk segera melengkapinya;

b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas

tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor

Pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan perpanjangan
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dan/atau pembaharuan Hak Guna Bangunan tersebut dapat atau tidaknya

dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

a. Setelah menerima berka ohonan yang disertai pendapat dan
pertimbangan Kepala Kantor Wilayah, memerintahkan kepada Pejabat
yang ditunjuk untuk mencatat permohonan tersebut dalam formulir isian
serta memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik,

dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang

bersangkutan untuk melengkapinya;



b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas

tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan

Kepala Kantor
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2. Melakukan perubahan hak, dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.

Perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan
bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah

tertentu, atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah Negara dan
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sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis

lainnya.

engan mengacu pada

rumah tinggal

g luasnya 600

diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak.

Di dalam praktiknya, calon debitor cenderung lebih banyak memilih
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik bersamaan dengan

realisasi kreditnya pertama kali dari pada memperpanjang jangka waktu Hak
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Guna Bangunan tersebut pada saat nanti akan berakhir haknya, apalagi jika

pihak bank akan memberikan kredit dengan jangka waktu yang cukup lama,

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998

tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk

Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

Agar pihak bank tetap mendapatkan perlindungan hukum, maka yang

perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah dengan diubahnya Hak Guna
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Bangunan tersebut menjadi Hak Milik, maka Hak Guna Bangunannya
menjadi hapus dan secara otomatis Hak Tanggungan yang membebaninya

juga ikut menjadisgugur. Hal ini sesuai dengan<ketentuan Pasal 18 ayat (1)

Perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan
menjadi Hak Milik selain member kepastian hukum kepada pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan juga menguntungkan pemegang Hak
Tanggungan. Dengan tidak adanya batas waktu berlakunya Hak Milik

pelunasan kredit akan lebih terjamin, di samping itu perubahan hak tersebut
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memberi peluang kepada pemberi kredit untuk menyesuaikan jangka waktu
pelunasan kredit dengan kemampuan debiturnya tanpa khawatir Hak

Tanggungannya h karena jangka waktu hak.atas tanah yang dibebaninya

bangunan rumah tinggal;

g. Pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang
dimohon pendaftarannya tersebut, yang bersangkutan akan mempunyai
Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari lima bidang
tanah seluruhnya meliputi luas tanah tidak lebih 5.000 m2.

Adapun proses perubahan Hak Guna Bangunan yang dibebani Hak



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Tanggungan menjadi Hak Milik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permohonan persetujuan kreditor pemegang Hak Tanggungan oleh

pemegang Hak Guna Bangunan mengenai akan dimohonkannya

pemegang Hak

’ui aBangunan oleh kreditor
W

Tanggungan kepada pe Guna Bangunan yang bersangkutan;

f. Pengajuan permohonan perubahan Hak Guna Bangunan yang
bersangkutan menjadi Hak Milik oleh pemegang Hak Guna Bangunan
kepada Kepala Kantor

Pertanahan;
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g. Pemberian persetujuan pemohon, bahwa sertipikat Hak Milik akan

diserahkan kepada kreditor untuk keperluan pemberian Hak Tanggungan

baru;

S>>
é 5
A
s
o
QO

epala Kantor

e\ L E Y

sertipikat Hak

dibebani Hak

Penyerahan sertipikat kepada kreditor pemegang Hak
Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

p. Pembuatan sertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

g. Penyerahan sertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan

kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan.
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Dalam proses perubahan hak terhadap kredit yang telah berjalan,
dimungkinkan pada saat pendaftaran perubahan hak tersebut adanya sita

jaminan dari pihak, lain. Oleh karena itu pelum  dilakukan proses

-----

apalagi jaminan utamanya beru ah dengan status Hak Guna Bangunan
yang jangka waktu haknya akan berakhir. Hal ini dilakukan mengingat

bahwa dengan berakhirnya

Hak Guna Bangunan, maka Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut

hapus. Biasanya jaminan tambahan ini berupa barang bergerak seperti mobil,
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maupun asset berupa mesin/stock barang, yang pengikatannya dilakukan
secara fidusia maupun berupa deposito yang ada pada bank tersebut, yang

pengikatannya dilakukan secara gadai bawah<tangan dilengkapi dengan

dijadikan jaminan kredit tidak menimbulkan masalah bagi pihak bank. Suatu
peraturan yang diterapkan dapat dikatakan efektif, apabila dampak dari
peraturan tersebut dapat dirasakan membawa manfaat dan tidak

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik kreditor maupun debitor.
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Mendapat perlindungan hukum merupakan dambaan setiap orang
dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah
dituangkan dalam

atu perjanjian. Jadi perl' ngan hukum merupakan

S memperhatikan

ditor dan debitor.

dikatakan berlaku efektif apabila dampak dari perlindungan hukum tersebut

membawa akibat :

1. Jatuh tempo Hak Guna Bangunan tersebut lebih lama dari jangka waktu
kredit yang diberikan, yang akan memberikan posisi aman kepada

kreditor sebagai kreditor preference;
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2. Jatuh tempo Hak Guna Bangunan lebih pendek dari jangka waktu kredit,
namun debitor bersedia memperpanjang hak tersebut ataupun melakukan

perubahan hak menjadi Hak Milik. Hal tersebut tidak terlepas karena

na Bangunan

p jatuh tempo Hak Guna

2. Bank selalu Q & “‘i"

Bangunan, agar tanah ya 2bitur tidak jatuh kepada Negara;

3. Bank melakukan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan pada
saat hak itu akan jatuh tempo atau menawarkan perubahan hak menjadi
Hak Milik, dengan tetap melakukan tindakan yang benar terhadap

perjanjian kreditnya.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, mengenai kebijakan yang

diambil oleh PT. BPR Faiza Pradani Andi Kota Pekanbaru dalam
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penyelesaian kredit terhadap jaminan Hak Guna Bangunan yang jangka

waktunya akan berakhir sebelum kreditnya jatuh tempo, penulis dapat

tahun sebelum berakhir, sebab dengan dilakukannya perpanjangan hak maka

Hak Tanggungannya tidak menjadi hapus, melainkan tetap membebani Hak

Guna Bangunan yang

diperpanjang tersebut.
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Oleh Kkarena itu, pada saat penandatangan APHT haruslah
mencantumkan klausul kuasa agar kreditor dapat mengurus perpanjangan

haknya, jika nantinya jangka waktu Hak Gun angunan tersebut akan

karena selain memberi kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan juga menguntungkan pemegang Hak Tanggungan.
Menurut Pasal 20 UUPA, Hak Milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan member kewenangan

untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang
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tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Dengan tidak
adanya batas waktu berlakunya Hak Milik pelunasan kredit akan lebih

terjamin, di samping. itu perubahan hak tersebutsmemberi peluang kepada

kredit be : y iuta an annya semula
dijamin denga an atas Hak 3 yang menjadi

hapus, sebelun g hak atas tanah dapat

atas tanah yang belum terdaftar dan wajib diikuti dengan pembuatan APHT
selambat-lambatnya tiga bulan sesudah diberikan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat (4) UUHT. Setelah perubahan hak dilakukan pemegang hak

atas tanah dapat membuat APHT atas tanah Hak Milik yang bersangkutan
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sesuai ketentuan yang berlaku dengan hadir sendiri atau melalui SKMHT

dan Kepala Kantor Pertanahan mendaftar Hak

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan

hukum yang diberikan kepada PT. BPR Faiza Pradani Andi Kota Pekanbaru

termasuk efektif baik dari sudut pandang kreditor maupun debitor.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

)
‘

\3‘é

sy
i
)

a. Memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunannya, dalam hal
ini debitor memberikan kuasa kepada kreditor untuk mengurus
perpanjangan haknya jika nantinya jangka waktu Hak Guna
Bangunannya akan berakhir, dan tentu saja semua biaya untuk

keperluan itu dibebankan kepada debitor.
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b. Melakukan perubahan hak, dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Milik.

¢. Meminta jaminan tambahan maupun jaminan pengganti, apabila Hak

Tanggunga us, sedan Ja./Oleh karena itu,

maka perlu dimeonitor agar f nor a akukan paling tidak
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